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PUTUSAN

Nomor   0027/Pdt.G/2019/PA Srog.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sorong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMOHON,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1  Teknik  Industri,

pekerjaan Subkon Sipil, tempat tinggal di Kota Sorong, selanjutnya

disebut sebagai "Pemohon" ;

melawan

TERMOHON,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3  Sekretaris,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon berdasarkan  surat  permohonannya  21  Januari  2019

yang  terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sorong,  dengan  Nomor

0027/Pdt.G/2019/PA Srog, tertanggal  21 Januari 2019, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

Hari  Sabtu  tanggal  02  Juni  2007,  di  hadapan  Petugas  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi

Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XXX/2007,

tanggal 04 Juni 2007;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon

berstatus Perawan;
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal

bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Sumedang

Jawa  Barat,  selama  kurang  lebih  2  bulan,  setelah  itu  pindah  ke  Kota

Sorong,  dan  tinggal  dirumah  milik  Pemohon  yang  beralamatkan  dijalan

Basuki Rahmat KM 11, Perumnas No 19 B, RT 001 / RW 005, Kelurahan

Klawuyuk,  Distrik Sorong Timur,  Kota Sorong, sebagai  tempat kediaman

bersama terakhir;

4. Bahwa  selama  pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  Ba'da

Dukhul, sudah punya 5 orang anak :

1. ANAK I, lahir di Bandung, pada tanggal 22 September 2006 (saat ini ikut

bersama Termohon);

2. ANAK II, lahir di Sorong, pada tanggal 02 Mei 2012 (saat ini ikut bersama

Pemohon);

3. ANAK  III,  lahir  di  Sorong,  pada  tanggal  18  Juli  2013  (saat  ini  ikut

bersama Termohon);

4. ANAK  IV,  lahir  di  Sorong,  pada  tanggal  26  Juni  2014  (saat  ini  ikut

bersama Termohon);

5. ANAK  V,  lahir  di  Sorong,  pada  tanggal  25  Juni  2016  (saat  ini  ikut

bersama Termohon);

5. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  berjalan

harmonis,  namun  sejak  awal  Mei  2015,  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  dikarenakan  Termohon  sering  berbohong  kepada

Pemohon, dalam hal ini Termohon sering meminjam uang kepada rentenir,

dan  bank  tanpa  sepengetahuan  Pemohon  yang  total  pinjaman  tersebut

kurang  lebih  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),  dan  juga

Termohon  sering  mengatakan  kepada  Pemohon,  bahwa Termohon ingin

bercerai dengan Pemohon, tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  pada  01

November  2017,  disebabkan  pada  waktu  itu  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pertengkaran,  dikarenakan  Termohon  yang  selalu  saja

meminta  agar  Pemohon  memulangkan  Termohon  kepada  orang  tuanya
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yang berada di Sumedang, jika Pemohon tidak memulangkan Termohon ke

orang  tua  Termohon,  Termohon  mengancam  akan  mempermalukan

Pemohon   dikeluarga  Termohon,  dan  juga  Termohon  masih  saja

mengatakan  ingin  bercerai  dengan  Pemohon,  yang  akibatnya  antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Termohon, sehingga pisah selama kurang lebih

1 tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah  tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada komunikasi yang baik;

8. Bahwa  Pemohon  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut  dengan

jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-

baik dengan melibatkan keluarga Pemohon  dan Termohon,  namun usaha

tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Pemohon  merasa

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan

lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

agar  berkenan  memanggil,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan  yang berlaku;

Subsider :

Atau,  apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah

hadir  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan Termohon tidak hadir

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak pula menyuruh orang  lain untuk

menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di

panggil  secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di  dalam

sidang,  sedangkan  ketidakhadiran  Termohon tersebut  tidak  disebabkan  oleh

suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  persidangan, maka proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran Termohon di muka  sidang, namun Majelis Hakim dalam setiap

persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat  permohonan  Pemohon dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak hadir dan tidak pula mengirimkan  wakil /  kuasa hukumnya yang sah  di

muka  sidang,  maka  Termohon  tidak  dapat  di dengar  keterangan  dan

jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  meskipun  Termohon  tidak  hadir  di  muka  persidangan,  namun

suatu  permohonan dapat  diterima  dan  dikabulkan  haruslah  tidak  melawan

hukum  dan  beralasan,  sehingga  kepada  Pemohon  dibebankan  wajib

pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan

telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX/XXX/XXX/2007, tanggal

04 Juni 

2007,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Distrik

Kecamatan  Situraja,  Kabupaten  Sumedang,  Provinsi  Jawa Barat,  bukti
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surat  tersebut  telah diberi  meterai  cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. SAKSI :

1. SAKSI I, umur 50 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat di

kabupaten  Sorong,  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah tetangga. Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-

masing bernama ANAK I (saat ini  ikut bersama Termohon), ANAK II,

(saat  ini  ikut  bersama  Pemohon),  ANAK  III  (saat  ini  ikut  bersama

Termohon), ANAK IV (saat ini ikut bersama Termohon), ANAK V (saat

ini ikut bersama Termohon);

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu

diwarnai perselisihan dan  pertengkaran, disebabkan Termohon sering

berbohong kepada Pemohon, dalam hal ini Termohon sering meminjam

uang kepada rentenir, dan bank tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi  mengetahui  sendiri  pertengkaran  antara  Pemohon dan

Termohon tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa  Selama  berpisah  tempat  tinggal  tersebut,  Pemohon  tidak

pernah  memberi  nafkah  kepada  Termohon,  dan  mereka  juga  tidak

pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

- Bahwa Saya tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
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2. SAKSI II, umur  30 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan  Dagang, alamat

di  Jalan Selat Obi, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota

Sorong,  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah pernah bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

yang  sah,   ba'da  dukhul,  dan  telah  dikaruniai  5  orang  anak  yang

masing-masing  bernama  ANAK  I  (saat  ini  ikut  bersama  Termohon),

ANAK  II,  (saat  ini  ikut  bersama  Pemohon),  ANAK  III  (saat  ini  ikut

bersama Termohon), ANAK IV (saat ini ikut bersama Termohon), ANAK

V (saat ini ikut bersama Termohon);

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu

diwarnai perselisihan dan  pertengkaran, disebabkan karena Termohon

sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1

tahun;

- Bahwa  Selama  berpisah  tempat  tinggal  tersebut,  Pemohon  tidak

pernah  memberi  nafkah  kepada  Termohon,  dan   mereka  juga  tidak

pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;
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Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita  acara persidangan perkara ini,  yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan menurut Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya,

maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Pemohon mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal 02 Juni 2007, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor

164/2/VI/2007 tanggal   04 Juni 2007, dan perkawinan tersebut hingga saat ini

belum pernah putus,  dengan demikian  Pemohon mempunyai  legal  standing

untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali  dan  mengurungkan  niatnya

untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk

hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, tetapi Termohon tidak hadir dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh

karena  itu  upaya  perdamaian  sebagaimana  diperintahkan  dalam Pasal  154

RBg. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Pasal 7

ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  1  Tahun 2016, tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangganya  sudah tidak  harmonis  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan
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pertengkaran  yang  disebabkan karena Termohon  sering  meminjam  uang

kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

dengan demikian  Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak

ingin  mempertahankan  kepentingan  dan  hak-hak  keperdataannya,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya  Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab  Al  Anwar  Juz  II  halaman 149,  yang  di  ambil  alih

menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya  :  “Apabila  (Termohon)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa

bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian,  meskipun  perkara  ini

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan

perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  tertulis berupa  P,  serta  2  orang  saksi,

masing-masing bernama SAKSI I dan  SAKSI II;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta Nikah,  yang

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah  bermeterai  cukup  sesuai

Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai  jo.  Peraturan

Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang  Perubahan  Tarif Bea Meterai, dan

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti  tersebut merupakan

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

pasal  285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon tersebut,

dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  saat  ini  antara keduanya telah
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berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah

tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,

didasarkan pada pengetahuan,  penglihatan dan pendengaran langsung,  dan

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal

308, dan  Pasal  309 RBg. juncto Pasal  76 Undang-Undang Nomor  7 Tahun

1989,  saksi-saksi  Pemohon di  atas dipandang telah memenuhi  syarat  formil

maupun  materiil,  maka  keterangan  para  saksi  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

 Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

sah, ba'da dukhul,dan telah dikaruniai  5 orang anak yang masing-masing

bernama ANAK I, lahir di Bandung, pada tanggal 22 September 2006 (saat

ini ikut bersama Termohon),  ANAK II, lahir di Sorong, pada tanggal 02 Mei

2012  (saat  ini  ikut  bersama  Pemohon),  ANAK  III,  lahir  di  Sorong,  pada

tanggal  18 Juli  2013 (saat  ini  ikut bersama Termohon),  ANAK IV,  lahir  di

Sorong, pada tanggal 26 Juni 2014 (saat ini ikut bersama Termohon), dan

ANAK V, lahir di Sorong, pada tanggal 25 Juni 2016 (saat ini ikut bersama

Termohon);

 Bahwa  rumah tangga  Pemohon  dengan  Termohon sudah tidak  harmonis

lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus  menerus  yang  disebabkan  karena Termohon  suka  meminjam uang

kepada orang lain tapa sepengetahuan Pemohon;

 Bahwa akibat dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang

berlangsung selama lebih dari 1 bulan;

 Bahwa selama  berpisah tempat tinggal  tersebut,  Pemohon dan Termohon

tidak pernah saling  mengunjungi,  demi  untuk  membina kembali  keutuhan

dan keharmonisan rumah tangga;
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 Bahwa  Pemohon  di dalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan atau  merukunkan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka  2,  Pemohon  menuntut  agar

diberi  izin  untuk menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap Termohon,  yang akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon dalam  kehidupan

rumah  tangganya  selalu  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus,  keadaan

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon yang  demikian  disimpulkan  sebagai

suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut,

terbukti  Pemohon dan  Termohon tidak  dapat  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah

gagal  membentuk  keluarga  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  bahagia

sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

-  Hadits Nabi Muhammad SAW. :

Artinya : “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh

membuat penderitaan bagi orang lain” ;

-  Al Qur’an surat Al Baqarah 229, yang berbunyi :

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk

dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik“;

Menimbang,  bahwa  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

534/K/Pdt/1996,  tanggal  18  Juni  1996,  juga ditemukan suatu  kaidah hukum

bahwa  dalam  perceraian  yang  perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri,

apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan

siapa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perselisihan  dalam  rumah  tangga

tersebut;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  a  quo,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perceraian  bagi  Pemohon dan

Termohon adalah  merupakan  jalan  yang  lebih  baik  dari  pada  tetap

mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah

apabila  tetap  dipertahankan,  maka  akan  lebih  banyak  menimbulkan

penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon dipandang  telah

memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan  a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan

(2),  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Panitera

Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar

Talak perkara ini,  kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor 50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon;
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Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil  dengan sah dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan  talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim

Tunggal pada hari  Rabu tanggal 20 Maret  2019  masehi, bertepatan dengan

tanggal  14 Rajab 1440  hijriyah,  yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

sebagai  Hakim Tunggal,  dengan  di  bantu  oleh AKRAM, S.H.,  M.H.  sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKRAM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00 Untuk Salinan
Biaya Proses Rp 50.000,00 Pengadilan Agama Sorong
Panggilan Rp 600.000,00 Panitera,
Redaksi Rp 5.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 691.000,00
(tiga  ratus  sembilan  puluh  satu ribu

rupiah).

NASIR MASWATU, S.HI.
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